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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Timbulnya berbagai macam perilaku dalam masyarakat menyebabkan
perkembangan kehidupan dalam masyarakat itu sendiri, seperti di bidang
sosial, politik, ekonomi, budaya, dan hukum. Jika dilihat dari kacamata
hukum, perilaku-perilaku  masyarakat tersebut telah  mengalami
penyimpangan, seperti seseorang yang melakukan kejahatan penganiayaan,
pembunuhan, perampokan, dan sebagainya. Telah dibentuknya peraturan
yang melarang perbuatan itu agar tidak dilakukan, masih tidak memberi rasa
jera terhadap masyarakat. Bahkan, tindak pidana yang terjadi dalam
masyarakat semakin meningkat per tahunnya, seperti di Jakarta dengan
angka kejahatan selama tahun 2016 mengalami penurunan dibanding tahun
sebelumnya. Namun, waktu kejahatan (crime clock) mengalami percepatan
selama 8 detik, dari 12 menit 26 detik di tahun 2015 menjadi 12 menit 18

detik di tahun 2016.'

'Mei Amelia R, Kapolda Metro: Kejahatan di Jakarta Terjadi Tiap 12 Menit 18 Detik,
https://news.detik.com/berita/d-3384009/kapolda-metro-kejahatan-di-jakarta-terjadi-tiap-12-menit-
18-detik, diakses pada tanggal 19 Maret 2017, pukul 10.00



https://news.detik.com/berita/d-3384009/kapolda-metro-kejahatan-di-jakarta-terjadi-tiap-12-menit-18-detik
https://news.detik.com/berita/d-3384009/kapolda-metro-kejahatan-di-jakarta-terjadi-tiap-12-menit-18-detik

Di zaman yang serba canggih dan modern ini mempengaruhi pula
pada kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat. Kemajuan teknologi
bertambah pesat, sehingga timbul jenis kejahatan baru dengan modus
operandi baru, seperti perekaman pembicaraan tanpa izin, penyadapan
telepon, delik komputer, dan cyber sampai pada delik lingkungan hidup
belum sepenuhnya dimasukkan ke dalam KUHP.> Terhadap kejahatan-
kejahatan yang sudah terjadi dianggap sebagai sesuatu yang sudah biasa
karena mereka yang berbuat menyimpang tidak takut terhadap sanksi pidana
yang akan mereka terima jika mereka melakukan perbuatan menyimpang
tersebut. Melakukan kejahatan dengan menggunakan kekerasan seperti
melakukan penganiayaan terhadap orang lain sehingga membuat orang

pingsan atau tidak berdaya sebagaimana Pasal 89 KUHP, yaitu:
“Membuat orang pingsan atau tidak berdaya dipersamakan dengan
menggunakan kekerasan.”

Penjelasan pasal tersebut di atas:’

Apa yang diterapkan terhadap “menggunakan kekerasan” dinyatakan

diterapkan pula terhadap “membuat orang pingsan atau tidak berdaya’.

1. Pingsan berarti kehilangan sama sekali akan kesadaran.

* Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP, (Jakarta: Sinar Grafika,

2011), 1

* Roeslan Saleh, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan, (Jakarta: Aksara Baru,
1987), 142



2. Tidak berdaya berarti suatu keadaan dimana seseorang tidak mempunyai
daya atas anggota badannya; jadi suatu saat kehilangan sementara akan
daya atas otot-ototnya.

3. Menggunakan kekerasan berarti menggunakan suatu kekuatan yang

memungkinkan dipatahkannya perlawanan dari pihak lawan.

Allah swt. telah menyiapkan suatu siksaan terhadap orang yang
pertama melakukan pembunuhan yaitu siksaan yang belum pernah disiapkan
terhadap siapapun diantara makhluk-Nya.* Hal ini mengindikasikan bahwa
sekelompok orang yang menghakimi pelaku tindak pidana tersebut benar-
benar telah menunjukkan diri sebagai seseorang yang telah kehilangan

moralitas dan benar-benar telah melampaui batas wilayah kemanusiaan.

Di dalam KUHP, jika terjadi tindakan main hakim sendiri tergolong

dalam Pasal 170 KUHP:

“Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama
menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana
penjara paling lama lima tahun enam bulan.”

Jika terdapat seorang pelaku melakukan tindak pidana, kemudian
secara tidak sengaja masyarakat mengetahui aksi pelaku tersebut, masyarakat
secara langsung melakukan aksi pengeroyokan dengan memukuli pelaku

sampai babak belur. Pengeroyokan sendiri berasal dari kata dasar ‘keroyok’

* Sayid Sabiq, Figih Sunnah 10, (Bandung: PT. Alma’arif, 1987), 15

3 Ibid, 51



yaitu menyerang beramai-ramai (orang banyak). Istilah pengeroyokan adalah
proses, cara, perbuatan mengeroyok.’® Aksi tersebut lebih dikenal dengan
istilah Main Hakim Sendiri (dihakimi massa). Dalam hal ini, pengertian Main
hakim sendiri adalah menghakimi orang lain tanpa mempedulikan hukum
yang ada (biasanya dilakukan dengan pemukulan, penyiksaan, pembakaran,
dan sebagainya).” Atau berbuat sewenang-wenang terhadap orang yang

dianggap bersalah.®

Dalam kriminologi, terdapat mass situation tentang situasi yang
timbul di masa keruh, dimana masa bertindak dengan kekerasan terhadap
orang. Mass situation dengan kemungkinan memuncak bagi pengaruh
sugestif, bagi kecenderungan-kecenderungan agresif, pembalasan dendam,
dan ketamaan, tanpa adanya risiko yang biasanya untuk mendapatkan

. 9
perlawanan dan pemidanaan.

Main hakim sendiri bukanlah ciri masyarakat demokratis. Demokrasi
di Indonesia bisa pudar jika masyarakatnya cenderung memilih cara
kekerasan dalam menyelesaikan konflik yang ada. Masyarakat seharusnya

dapat menahan emosi. Dalam penjelasan surat Umar, Umar berkata:

% Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga), (Jakarta: Balai
Pustaka, 2005), 556

7 Meity Taqdir Qodratillah, et.al, Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar, (Jakarta: Badan
Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), 289

¥ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga), 383

? Stephan Hurwitz [Disadur oleh Ny. L. Moeljatno], Kriminologi, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), 130-
131



“Jauhilah emosi, kejenuhan, kegelisahan, dan menyakiti manusia saat
bersengketa. Sesungguhnya keputusan yang benar akan mendapat pahala dari
Allah dan selalu dikenang.”'® Jika rasa keadilan itu belum juga ditemukan,
masyarakat masih bisa mencoba menyelesaikannya melalui hukum yang ada.
Para pelaku tindak pidana juga mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan.
Mereka juga merupakan bagian dari masyarakat yang butuh dibina, bukan
dibinasakan. Seringkali, mereka cenderung menggunakan kekuatan tangan

untuk memukuli orang lain, dan tidak secara akal dan hati mereka.

Masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri bisa dikarenakan
beberapa faktor, yaitu: Rendahnya kepercayaan publik terhadap aparat
hukum yang dianggap tidak bertindak adil, sehingga dapat memunculkan
anarkisme''; Lemahnya penegakan hukum serta maraknya putusan hakim
yang bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat itu membuat
kekecewaan; Proses hukum yang mudah diintervensi; Tidak adanya kepastian
hukum; Proses hukum yang panjang, berbelit-belit, dan mahal
mengakibatkan masyarakat mengambil langkah sendiri; Tiadanya hukum
yang tegas dan adil serta tidak memberikan efek jera. Pidana penjara saja

tidak membuat jera dan juga tidak mendidik pelaku; Selain itu, juga

' Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Panduan Hukum Islam, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 276

""Tim Ensiklopedia Khazanah Islam Dunia, Ensiklopedia Khazanah Islam Dunia tentang Fenomena
Main Hakim Sendiri, Bolehkah Dalam Agama [slam?,
https://idid.facebook.com/567426959937721/photos/pb.5674269599377216. diakses pada tanggal 20
Maret 2017, pukul 08.12



https://idid.facebook.com/567426959937721/photos/pb.567426959937721.2207520%0900.1462309368./1051233261557086

banyaknya politisi yang terjerat kasus korupsi menyebabkan masyarakat ragu

akan penegakan hukum di Indonesia.

Dari faktor-faktor tersebut di atas, dapat dijadikan PR (Pekerjaan
Rumah) bagi pemerintah serta aparat hukum untuk lebih menegakkan hukum
dengan seadil-adilnya agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan
hukum di Indonesia tidak memudar. Masyarakat juga sebaiknya ikut andil
dalam mencegah tindakan main hakim sendiri (dari semua elemen
masyarakat). Jangan terpengaruh provokasi-provokasi yang kian marak
terjadi di masyarakat untuk saling mengadu domba pihak satu dengan pihak
lainnya! Karena tidak bisa dibenarkan pula jika membalas pelanggar hukum

dengan cara melanggar hukum.

Dalam Islam tidak sekedar mengajarkan ajaran moral saja, melainkan
juga menyediakan aturan-aturan yang bersifat imperatif. Sanksi atau
hukuman dalam Islam ditentukan bagi suatu kejahatan dirasa sangat adil dan
efektif membuat pelaku kejahatan jera untuk tidak mengulangi kejahatan,
misalnya jika ada seseorang menganiaya orang lain, maka hukumannya harus

sepadan dengan apa yang sudah dilakukan pelaku tersebut.

Berdasarkan peristiwa tersebut, hukuman setimpal dengan
menganiaya pelakunya sering dituding terlampau kejam dan tidak adil.

Padahal, hukuman tersebut baru dijatuhkan ketika sejumlah syarat yang ketat



dipenuhi. Selain itu, harus dilihat juga apakah sistem yang ada telah

menjamin pemenuhan kebutuhan paling mendasar manusia.'?

Perilaku main hakim sendiri dalam hukum pidana Islam tergolong
jarimah kisas-diat karena kisas sendiri merupakan hukuman balasan/setimpal
dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Adapun klasifikasi
tindak pidana Islam jenis kisas-diat dilihat dari segi berat ringannya
hukuman, yaitu:"? Jarimah kisas-diat yakni perbuatan yang diancam dengan
hukuman kisas dan diat. Yang termasuk dalam kategori jarimah kisas-diat:
pembunuhan sengaja (al-qat! al-‘amd), pembunuhan semi sengaja (al-gat/
shibh al-‘amd), pembunuhan keliru (a/-qgat/ al-khata®), penganiayaan sengaja

(al-jarh al-‘amd), dan penganiayaan salah (al-jarh al-khata®).

Dengan demikian, tindakan main hakim sendiri yang dilakukan
masyarakat sangat tidak menghargai hak hidup orang lain dengan memukuli
sampai membunuhnya. Hal ini termasuk dalam perlindungan terhadap jiwa
yang berimplikasi terhadap penerapan hukuman bagi pelaku yang
mengganggu jiwa seseorang. Oleh karena itu, hukum Islam melarang

membunuh dan melukai anggota badan.

"2 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam. Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda,
(Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 17
" Ibid, 11-13



Dalam KUHP itu sendiri tidak menjelaskan secara khusus mengenai
aturan main hakim sendiri. Hanya ketentuan tentang kekerasan. Begitu pula,
dalam hukum pidana Islam mengatur jarimah yang dilakukan oleh beberapa
orang. Diantara mereka ada yang berbuat langsung dan ada pula yang tidak,
tetapi menjadi sebab (perantara) terjadinya. Ada juga perbuatan jarimah yang
dilakukan lebih dari seorang tanpa direncanakan dan disepakati sejak awal
(tawafuq). Sedangkan, perbuatan jarimah yang dilakukan lebih dari seorang,
direncanakan dan disepakati sejak awal disebut jarimah tamalu’'* Jika
melihat yang sudah terjadi, seringkali masyarakat yang melakukan main
hakim sendiri tergolong jarimah tawafuq karena dilakukan lebih dari seorang
tanpa direncanakan dan tanpa disepakati sejak awal. Atau, masing-masing
pelaku berbuat karena dorongan pribadinya dan pikirannya yang timbul

seketika itu.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Untuk lebih memudahkan dalam pembahasan skripsi, penulis

mengidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

'* Jaih Mubarok, et.al, Kaidah Figh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam), (Bandung: Pustaka
Bani Quraisy, 2004), 24-25



Unsur-unsur yang terdapat pada tindakan main hakim sendiri secara
bersama-sama bagi pelaku tindak pidana pengeroyokan.

Faktor-faktor timbulnya perilaku main hakim sendiri di masyarakat
terhadap pelaku tindak pidana.

Sanksi pelaku tindakan main hakim sendiri bagi pelaku tindak pidana
pengeroyokan.

Pertanggungjawaban pidana tindakan main hakim sendiri bagi pelaku

tindak pidana pengeroyokan.

. Ketentuan hukum tentang main hakim sendiri yang terdapat dalam Pasal

55 KUHP, Pasal 170 KUHP, serta Pasal 351 KUHP.
Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindakan main hakim secara

bersama-sama bagi pelaku tindak pidana pengeroyokan.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi

penulisan penelitian ini dengan batasan:

1.

Pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan main hakim secara
bersama-sama bagi pelaku tindak pidana pengeroyokan (Studi putusan
No. 184/Pid/2015/PT. Bdg).

Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindakan main hakim secara
bersama-sama bagi pelaku tindak pidana pengeroyokan (Studi putusan

No. 184/Pid/2015/PT. Bdg).
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C. Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang masalah di atas, masalah yang akan dicari
jawabannya melalui penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan

sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan main hakim
secara bersama-sama bagi pelaku tindak pidana pengeroyokan (Studi
putusan No. 184/Pid/2015/PT. Bdg) ?

2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindakan main hakim
secara bersama-sama bagi pelaku tindak pidana pengeroyokan (Studi

putusan No. 184/Pid/2015/PT. Bdg) ?

D. Kajian Pustaka

Adapun kajian pustaka berikut agar tidak ada pengulangan dari kajian
atau penelitian lain. Dalam skripsi di Fakultas Syari’ah dan Hukum belum
ada yang membahas “7injavan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindakan
Main Hakim Secara Bersama-Sama Bagi Pelaku Tindak Pidana
Pengeroyokan (Studi Putusan Nomor 184/Pid/2015/Pt. Bdg)”. Akan tetapi
yang ada hanyalah masalah pengeroyokan dan kekerasan yang pernah dibahas

oleh:
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1. Ima Indriani dalam skripsinya tentang “7indak Pidana Pengeroyokan
Oleh Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Analisis
Putusan No. 39/Pid.B/2004/PN.Sda. PN Sidoarjo).”"> Dalam skripsinya
dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang masih di bawah umur dan
belum dewasa, serta belum kawin. Untuk kriteria anak di bawah umur
sebagai berikut:

a) UU No.l Tahun 1974: Usia minimal melakukan perkawinan adalah
16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria. Usia tersebut bukan
lagi anak-anak, sehingga sudah boleh menikah;

b) UU No. 3 Tahun 1997: Batas usia anak yang dapat diajukan ke sidang
anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai 18
tahun dan belum pernah kawin, sehingga tak layak untuk diajukan ke

meja hijau dalam sidang anak.

Namun, jika ditinjau dari perspektif agama, moral, pendidikan dan
sosial, dimana masyarakat memandang apabila terjadi suatu tindak
pidana, baik yang dilakukan orang dewasa maupun anak di bawah umur,
hukum harus tetap ditegakkan sesuai dengan keadilan. Allah
memerintahkan untuk berlaku adil dalam firman-Nya: (QS. An-Nisaa’

58)

Skripsi Ima Indriani (NIM: C03300050) tentang “7Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anak di
Bawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Putusan No. 39/Pid.B/2004/PN.Sda. PN
Sidoarjo). (Skripsi--Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008)
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“Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu supaya
menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila
kamu menghukum di antara manusia hendaklah kamu menghukum
dengan adil...”"®

Pada dasarnya, anak di bawah umur dalam Islam lebih dikenal dengan
anak pada periode tamyiz tetapi belum baligh sehingga tidak dikenakan
pertanggungjawaban  pidana.  Namun, karena  Islam  tidak
mengesampingkan kepentingan masyarakat dan suka akan ketentraman
dan perdamaian, maka pelaku jarimah yang belum dewasa tetap dijatuhi
hukuman. Hukuman tersebut adalah hukuman pengajaran seperti
memasukkannya ke tempat rehabilitasi dan/atau sekolah, meletakkannya

di bawah pengawasan khusus, dan sebagainya.

2. Sedangkan, untuk tindak pidana kekerasan dilihat dari perspektif hukum
pidana Islam yang juga telah dijelaskan oleh Budi Sutomo dalam
skripsinya tentang “77indak Pidana Kekerasan di Desa Duduk Sampeyan
Dilihat dari Perspektif Hukum Pidana Islam Berikut Sanksi Hukumnya
(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gresik)"'’ yang menyatakan

bahwa dalam KUHP, tindak pidana kekerasan mempunyai arti yang

' Nazri Adlany, et.al, A/ Quran Terjemah Indonesia, (Jakarta: PT. Sari Agung, 2002), 158

"7 Skripsi Budi Sutomo (NIM: C03399058) tentang “7indak Pidana Kekerasan di Desa Duduk
Sampeyan Dilihat dari Perspektif Hukum Pidana Islam Berikut Sanksi Hukumnya (Studi Terhadap
Putusan Pengadilan Negeri Gresik).” (Skripsi--Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006)



13

sangat luas sehingga perlu adanya klasifikasi itu sendiri di dalam pasal-
pasalnya. Penelitian ini mengenai tindak pidana kekerasan diatur dalam
Pasal 351 jo. Pasal 55 (1) KUHP. Para pelaku yang telah melakukan
pemukulan terhadap korbannya menggolongkan tindak pidana kekerasan
ini ke dalam tindak kejahatan terhadap selain jiwa atau tindak pidana
terhadap anggota tubuh. Sanksinya adalah hukuman kisas (hukuman
setimpal) atau diat.

Namun, karena adanya pemaafan dari korban, maka para terdakwa
bebas dari hukuman kisas. Sehingga, ulil amri dapat menjatuhkan
hukuman takzir kepada mereka dengan hukuman penjara dengan kadar
yang berbeda-beda sesuai dengan perbuatan yang dilakukan masing-
masing pelaku. Sedangkan, terhadap perusakan barang yang dilakukan
oleh para pelaku diancam dengan hukuman kisas atau mengganti dengan
barang serupa atau harganya.

. Dian Rachmawati dalam skripsinya, “Hukuman Bagi Pelaku Tindak
Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Figh Jinayah: Studi Putusan
Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 65/PID.B/2012/PN.Sda’” bahwa dasar
pertimbangan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Sidoarjo kepada
terdakwa mempertimbangkan unsur-unsur dalam UU No. 23 Tahun 2004
Pasal 44 Ayat (1) tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

yaitu: Unsur setiap orang; unsur melakukan kekerasan fisik; dan unsur
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korban dalam rumah tangga, dengan hukuman pidana penjara selama 6
bulan dan dibebankan biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00. Sedangkan,
menurut  hukum pidana Islam dikategorikan sebagai jarimah
penganiayaan terhadap shajjaj (pelukaan pada muka dan kepala) yang
hukumannya yaitu diat dan hukuman tersebut diserahkan kepada ulil amri
atau pemerintah. Dikarenakan memukul istri hingga robek kulitnya.'®
4. Ahmad Syarif Abdillah dalam skripsinya, “ 7injavan Hukum Pidana Islam
Terhadap Putusan Pengadilan Negeri  Sidoarjo Nomor
832/PID.B/2012/PN.Sda Tentang Kasus Tindak Pidana Pencurian
Dengan Kekerasan™®, bahwa hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo
mempertimbangkan unsur-unsur dalam pasal 362 dan pasal 365 ayat (2)
KUHP, yaitu:
a. Unsur Obyektif : Barang siapa (subyek atau pelaku tindak pidana);
Mengambil (membawa barang tersebut dari tempat asalnya ke tempat
lain); Barang (sesuatu yang bernilai); Seluruhnya atau sebagian milik

orang lain.

b. Unsur Subyektif: Dengan maksud memiliki; Secara melawan hukum.

18 Skripsi Dian Rachmawati (NIM: C03210018) tentang “Hukuman Bagi Pelaku Tindak Kekerasan
Dalam Rumah Tangga Perspektif Figh Jinayah: Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No.
65/PID.B/2012/PN.Sda.” (Skripsi--Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014)
' Skripsi Ahmad Syarif Abdillah (NIM: C03209073) tentang “Tinjauan Hukum Pidana Islam
Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 832/PID.B/2012/PN.Sda Tentang Kasus
Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan” (Skripsi--Fakultas Syariah TAIN Sunan Ampel
Surabaya, 2013)
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Pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa
adalah hukuman penjara selama 2 tahun. Hukuman tersebut sudah
maksimal, karena korban hanya mengalami penganiayaan ringan serta
para terdakwa mau mengembalikan barang tersebut. Jika menurut hukum
pidana Islam, dapat dikategorikan jarimah Airabah ringan tipe 2 yaitu
merampok tanpa membunuh, sehingga terdakwa dikenai hukuman takzir
karena mempertimbangkan berbagai sudut pandang para ulama. Oleh
karena itu, hukuman tersebut diserahkan kepada wulil amri atau

pemerintah.

Walaupun masalah kejahatan kekerasan telah dibahas oleh penulis
sebelumnya, tidak dapat dipungkiri bahwa penelitian sebelumnya tetap
menjadi bahan rujukan atau masukan dalam penelitian ini, tentu saja acuan
konsepnya berbeda, karena permasalahan yang dibahas juga tidak sama. Dari
keempat skripsi tersebut, jelaslah belum dibahas secara rinci mengenai
Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindakan Main Hakim Secara
Bersama-Sama Bagi Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan (Studi Putusan
Nomor 184/Pid/2015/Pt. Bdg). Oleh karena itu, berangkat dari keempat

skripsi tersebut, penulis mengkaji penelitian tersebut.
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E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas,

tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kejelasan pertanggungjawaban pidana terhadap
tindakan main hakim secara bersama-sama bagi pelaku tindak pidana
pengeroyokan.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam tentang tindakan main

hakim secara bersama-sama bagi pelaku tindak pidana pengeroyokan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

1. Segi Teoritis, sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan,
khususnya di bidang hukum pidana Islam yang berkaitan dengan masalah
tindakan main hakim secara bersama-sama bagi pelaku tindak pidana
pengeroyokan.

2. Segi Praktis, sebagai bahan acuan, pertimbangan, dan penyusunan bagi
mahasiswa dan penegak hukum lainnya dalam penegakan hukum pidana
positif dan hukum pidana Islam tentang tindakan main hakim secara

bersama-sama bagi pelaku tindak pidana pengeroyokan.



17

G. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “7injauan Hukum Pidana Islam Terhadap
Tindakan Main Hakim Secara Bersama-Sama Bagi Pelaku Tindak Pidana
Pengeroyokan (Studi Putusan Nomor 184/Pid/2015/PT. Bdg)’, untuk
memperoleh gambaran yang jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman serta
menghindari kesulitan dan memudahkan pemahaman mengenai skripsi ini,
maka perlu adanya pembatasan dan penjelasan mengenai istilah pokok

pembahasan dalam judul penelitian ini sebagai berikut:

1. Penghakiman: Proses, perbuatan, cara menghakimi.*’

2. Main Hakim Sendiri: Menghakimi orang lain tanpa mempedulikan
hukum yang ada (biasanya dilakukan dengan pemukulan, penyiksaan,
pembakaran, dan sebagainya): ia menjadi korban pengeroyokan.*'

Main hakim dalam skripsi ini adalah tindakan main hakim yang
dilakukan oleh lima orang dengan pemukulan dan pengeroyokan terhadap
korbannya pada hari Minggu, tanggal 19 Oktober 2014 sekitar pukul
13.00 WIB di JI. Perwira RT 02 RW 05 Kelurahan Sawah Gede

Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur.

» Dessy Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru, (Surabaya: AMELIA Surabaya, 2003),
164

“'Meity Taqdir Qodratillah, et.al, Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar, (Jakarta: Badan
Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), 289
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Ishtirak fi al-Jarimah: Turut serta berbuat jarimah secara bersama-sama,
baik melalui kesepakatan atu kebetulan, menghasut, menyuruh orang,
memeberi bantuan atau keluasan dengan berbagai bentuk.?
Pelaku: Yang melakukan.
Tindak Pidana: Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib
hukum) yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku, dimana
penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi
terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
Pengeroyokan: Menyerang beramai-ramai (orang banyak).”’
Hukum Islam: Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan
sunnah Rasul mengenai tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan
diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.**
Hukum Pidana Islam: Ketentuan-ketentuan hukum syarak yang melarang
untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan pelanggaran terhadap
ketentuan hukum tersebut dikenai hukuman berupa penderitaan badan
atau harta.” Hukum pidana Islam dalam skripsi ini menggunakan buku
fikih jinayah.

Hukum pidana Islam dalam kasus ini adalah ketentuan hukum dari

alquran dan hadis yang mengatur perbuatan yang dilarang tentang tindak

** Sahid, Epistemologi Hukum Pidana Islam: Dasar-Dasar Figh Jinayah, (Surabaya: Pustaka Idea,

2015), 73

» Poerwodarminto, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), 495
** Fathurrahaman Djamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 12
»Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, 2
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pidana main hakim secara bersama-sama (jarimah tawafiig) dengan
melakukan pemukulan dan pengeroyokan oleh dua orang pelaku pada hari
Minggu, tanggal 19 Oktober 2014 sekitar pukul 13.00 WIB di J1. Perwira
RT 02 RW 05 Kelurahan Sawah Gede Kecamatan Cianjur Kabupaten

Cianjur.

H. Metode Penelitian
a. Tipe Penelitian
Penelitian ini  digunakan untuk menjawab permasalahan
sebagaimana telah disebutkan dalam rumusan masalah di atas dengan
menggunakan theoritical normative atau normatif dan berdasarkan pada
perundang-undangan dan prinsip-prinsip atau asas yang berlaku.
Penelitian normatif adalah penelitian yang menjelaskan secara sistematis
mengenai kategori hukum tertentu dan menganalisis data yang mana
terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
b. Pendekatan Masalah
Pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah Pendekatan
Yuridis Normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang-

Undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach).
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Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dilakukan
dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut
paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.’® Bagi penelitian untuk
kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka
kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan
kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya
dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.
Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan
isu yang dihadapi.

Pendekatan kasus (Case Approach) adalah pendekatan yang
dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang
berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”’

Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang dikumpulkan dalam penulisan skripsi ini
adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum
primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya
mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-

undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan

% peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), (Jakarta: Prenada Media Group, 2015),

133
Z|bid, 134
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perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan-bahan
sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan
dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku
teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar

atas putusan pengadilan.?®

Bahan-bahan hukum primer yang dikumpulkan dalam penulisan
skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang
terkait masalah tindakan main hakim secara bersama-sama bagi pelaku

tindak pidana pengeroyokan.

Sedangkan, bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan
skripsi ini terdiri atas pendapat para sarjana atau ahli yang tertuang
dalam buku dan literature, karya ilmiah berupa skripsi dan artikel media

internet yang memiliki keterkaitan dengan judul dan permasalahan yang

akan dibahas.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri

dari:

1) Bahan Hukum primer, yaitu:
a. Alquran dan Hadits.

b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 170 (1).

2 |pid, 181
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Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 184/Pid/2015/PT.

Bdg.

2) Bahan Hukum sekunder, yaitu:

a.

Abdillah, Ahmad Syarif. “7injavan Hukum Pidana Islam
Terhadap  Putusan Pengadilan Negeri  Sidoarjo  Nomor
832/PID.B/2012/PN.Sda Tentang Kasus Tindak Pidana Pencurian
Dengan Kekerasan”. Skripsi - Fakultas Syariah TAIN Sunan
Ampel Surabaya, 2013.

Indriani, Ima. “77indak Pidana Pengeroyokan Oleh Anak di Bawah
Umur Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Putusan
No.39/Pid. B/2004/PN.Sda.)”. Skripsi - Fakultas Syariah TAIN
Sunan Ampel Surabaya, 2008.

Rachmawati, Dian. “Hukuman Bagi Pelaku Tindak Kekerasan
Dalam Rumah Tangga Perspektif Figh Jinayah: Studi Putusan
Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 65/PID.B/2012/PN.Sda”. Skripsi -
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.
Sutomo, Budi. “7indak Pidana Kekerasan di Desa Duduk
Sampeyan Dilihat dari Perspektit Hukum Pidana Islam Berikut
Sanksi Hukumnya (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri
Gresik)’. Skripsi - Fakultas Syariah TAIN Sunan Ampel Surabaya,

2006.
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e. Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum (Edisi Revisi),
Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian

ini, maka dipergunakan teknik sebagai berikut:

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penyusunan skripsi ini
adalah dengan metode /ibrary research atau metode studi perpustakaan
yang dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum, baik berbentuk
primer maupun sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dengan cara
inventarisasi atau mengkategorisasi pokok bahasan penulis, sedangkan
bahan hukum sekunder diolah menggunakan analisis. Bahan hukum
primer, yaitu bahan yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik
melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen

tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.”

Sedangkan, bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang diperoleh dari
dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek
penelitian. Data sekundernya dalam penelitian ini adalah buku-buku atau
bahan-bahan pustaka lainnya, seperti koran, jurnal, artikel, buku dan

lainnya yang berkaitan dengan masalah tindakan main hakim secara

% Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 106
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bersama-sama dalam tindak pidana pengeroyokan yang ditinjau menurut

hukum pidana Islam.
Analisis Bahan Hukum

Tujuan dari analisis bahan hukum adalah finding the law atau
menemukan hukum. Salah satu metode penemuan hukum adalah dengan
cara melalui interpretasi atau penafsiran. Metode interpretasi ini adalah
sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang.*® Pada skripsi
ini, penulis menggunakan interpretasi gramatikal dan interpretasi
sistematis. Interpretasi gramatikal adalah cara penafsiran atau penjelasan
yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-
undang dengan menggunakan menurut bahasa, susun kata, dan bunyinya.
Sedangkan, interpretasi sistematis adalah menafsirkan undang-undang
sebagai dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan

menghubungkannya dengan undang-undang lain.”'

I. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan dalam pembahasan dan mudah dipahami, maka

penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

*% Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, (Y ogyakarta: Liberty, 1992), 154

31 bid, 156
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Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjadi pengantar isi
skripsi. Dalam bab ini, dibahas mengenai Latar Belakang Masalah,
Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian
Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional,

Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua merupakan penjelasan tentang tindakan main hakim secara
bersama-sama bagi pelaku tindak pidana pengeroyokan dalam hukum pidana
Islam, yang meliputi: definisi, bentuk-bentuk, unsur-unsur, dasar hukum,

serta pertanggungjawaban pidana.

Bab ketiga membahas tentang deskripsi mengenai tindakan main
hakim secara bersama-sama dalam putusan No. 184/Pid.B/2015/PT.Bdg
mulai dari kronologi peristiwa, keterangan-keterangan saksi, dan
pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan hukuman bagi pelaku tindak
pidana pengeroyokan, sampai pada pertanggungjawaban pidana yang harus

diterima para pelaku.

Bab keempat membahas analisis putusan. Pada bab ini, penulis akan
menyajikan pembahasan tentang analisis pertanggungjawaban pidana dan
tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung
Nomor 184/Pid/2015/PT. Bdg tentang tindakan main hakim secara bersama-

sama bagi pelaku tindak pidana pengeroyokan.
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Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban
dari pertanyaan pokok yang telah dikemukakan sebelumnya. Di samping itu,
juga dikemukakan beberapa saran yang berkaitan dengan tindakan main

hakim secara bersama-sama bagi pelaku tindak pidana pengeroyokan.
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